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Penyaluran KJP dan KIJMU Sesuai DTKS

JAKARTA (PosKota) -
Pemprov DKI berkomit-
men terus mendukung
dan memudahkan ak-
ses pendidikan bagi se-
tiap warga Jakarta. Me-
lalui bantuan sosial biaya
pendidikan, Kartu Jakar-
ta Pintar (KJP) Plus dan
Kartu Jakarta Mahasiswa
Unggul (KIMU), diharap-
kan peserta didik/maha-
siswa dari keluarga tidak
mampu dapat menuntas-
kan pendidikan.

Plt. Kepala Dinas Pen-
didikan Provinsi DKI Jakar-
ta Purwosusilo mengung-
kapkan, pada pendaftaran
calon penerima KJP Plus
dan KJMU Tahap | Ta-
hun 2024, Dinas Pendi-
dikan Provinsi DKI Jakar-
ta menggunakan sumber
DTKS (Data Terpadu Ke-
sejahteraan Sosial) Kate-
gori Layak yang ditetapkan
per Februari dan Novem-
ber 2022 serta per Januari
dan Desember 2023 yang
disahkan oleh Kementerian

Sosial Republik Indonesia.
Kemudian, dipadank-
an dengan data Registra-
si Sosial Ekonomi (Reg-
sosek) yang dikeluarkan
oleh Kementerian Peren-
canaan Pembangunan Na-
sional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
(Bappenas) Republik In-
donesia untuk mengeta-
hui pemeringkatan kese-
jahteraan (Desil).

“Unit Pelayanan Teknis
Pusat Pelayanan Penda-
naan Personal dan Oper-
asional Pendidikan (UPT
P40P) Dinas Pendidi-
kan Provinsi DKI Jakarta
hanya sebagai penggu-
na (user) data DTKS dan
data Regsosek. Terkait data
pemeringkatan kesejahter-
aan (Desil), UPT P40P ti-
dak memiliki kewenan-
gan dan kompetensi un-
tuk menjelaskan indika-
tor pemeringkatan kese-
jahteraan (Desil), karena
hal itu menjadi kewenan-
gan produsen data." terang

Purwosusilo, Selasa (5/3).
Lebih lanjut, Purwosusi-
lo memaparkan, bantuan
sosial biaya pendidikan
bersifat selektif dan tidak
terus-menerus.

Pemeringkatan kes-
ejahteraan (Desil) untuk
peserta didik/mahasiswa
dari keluarga tidak mam-
pu yang memenuhi per-
syaratan mendapatkan
bantuan KJP Plus dan
KJMU dibagi atas kate-
gori sangat miskin (Desil
1), miskin (Desil 2), hampir
miskin (Desil 3), dan rent-
an miskin (Desil 4).

"Bagi masyarakat yang
terdata dalam pemering-
katan kesejahteraan De-
sil 5,6,7,8,9,10 (katego-
ri keluarga mampu) tidak
memenuhi persyaratan un-
tuk mendapatkan bantu-
an sosial biaya pendidikan
KJP Plus dan KIMU. Kami
berharap masyarakat dapat
memahami aturan dan ke-
tentuan yang berlaku ini,”
pungkasnya. (*/dny)



